Bab: Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda


1. Gambaran Umum
Desa Budaya Pampang terletak di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sekitar 20 kilometer dari pusat kota. Desa ini dihuni oleh masyarakat Dayak Kenyah yang bermigrasi dari kawasan Apokayan pada dekade 1960-an. Perpindahan tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan akses pendidikan, kesehatan, serta keterhubungan dengan dunia luar yang lebih baik. Sejak 1991, pemerintah menetapkan Pampang sebagai Desa Budaya, dengan harapan menjadi wadah pelestarian tradisi Dayak Kenyah sekaligus sarana mengenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Identitas desa ini tidak hanya merepresentasikan akar budaya masyarakat adat, tetapi juga mencerminkan perjalanan sejarah migrasi dan adaptasi mereka dalam konteks perkotaan Samarinda.
Salah satu ikon utama Desa Budaya Pampang adalah Lamin Adat Pamung Tawai, rumah panjang khas Dayak Kenyah yang berfungsi sebagai pusat aktivitas budaya dan destinasi wisata. Lamin ini menjadi arena utama pertunjukan tari tradisional, pertemuan adat, serta kegiatan ritual seperti Pelas Tahun—ritual syukur pasca panen yang sarat nilai spiritual. Selain itu, desa ini juga dikenal melalui berbagai karya kerajinan khas, seperti manik-manik berwarna, anyaman, hingga batik bermotif Dayak yang merepresentasikan filosofi kehidupan dan hubungan manusia dengan alam. Warisan budaya ini tidak hanya ditampilkan sebagai tontonan, tetapi juga terus dijalani sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari warga.
Seiring berkembangnya pariwisata, Desa Pampang kini tidak hanya berfungsi sebagai ruang hidup komunitas adat, tetapi juga menjadi ikon wisata budaya unggulan Kota Samarinda. Festival Budaya Dayak Kenyah yang digelar setiap tahun menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pertunjukan tari yang digelar setiap Minggu sore memperlihatkan bagaimana tradisi masih berdenyut, meski berada di tengah arus modernisasi kota. Pengakuan formal dari pemerintah semakin memperkuat posisi desa ini, salah satunya melalui SK Wali Kota Samarinda 2025 yang menetapkan Pampang sebagai Desa Wisata dengan basis atraksi alam dan budaya. Legitimasi kebijakan ini menempatkan Pampang sejajar dengan destinasi wisata unggulan lain, sekaligus membuka peluang internasionalisasi festival pada masa mendatang.
Namun demikian, identitas Desa Budaya Pampang bukanlah tanpa tantangan. Modernisasi, urbanisasi, dan tuntutan pariwisata sering kali menimbulkan dilema antara pelestarian otentisitas budaya dengan kebutuhan komersialisasi. Generasi muda, misalnya, mulai terpapar gaya hidup kota, sementara orang tua tetap berjuang agar nilai-nilai budaya tetap diwariskan. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur, risiko banjir, dan dukungan kelembagaan yang masih belum optimal menjadi catatan penting dalam pengembangan destinasi ini. Dengan demikian, Pampang tidak hanya tampil sebagai ruang atraksi budaya, tetapi juga sebagai arena negosiasi antara tradisi, kebijakan, dan modernitas.

2. Struktur dan Kelembagaan Pengelolaan
Pengelolaan Desa Budaya Pampang secara formal berada di bawah naungan Lembaga Adat Dayak Kenyah, yang memiliki akta notaris sehingga diakui sebagai pengelola utama. Posisi ini penting karena lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penanggung jawab aktivitas budaya, tetapi juga sebagai representasi otoritas sosial yang sah di mata masyarakat. Lembaga adat berperan mengoordinasikan berbagai kegiatan utama, mulai dari ritual Pelas Tahun, pertunjukan seni mingguan, hingga pengelolaan Lamin Adat sebagai pusat atraksi budaya. Legalitas formal yang dimiliki menjadi modal awal untuk menegosiasikan dukungan dengan pemerintah maupun mitra eksternal.
Dalam praktiknya, pengelolaan tidak dilakukan secara eksklusif oleh lembaga adat saja, melainkan membangun pola kolaborasi dengan berbagai aktor lain. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berfungsi sebagai motor penggerak operasional di lapangan, terutama dalam bidang promosi, hospitality, dan pelayanan wisatawan. Pokdarwis menjadi penghubung antara narasi budaya adat dengan kebutuhan pasar wisata, sehingga mampu menyeimbangkan aspek pelestarian budaya dengan orientasi ekonomi. Keterlibatan Pokdarwis memperlihatkan bagaimana ekologi komunikasi di Pampang terbentuk melalui mekanisme kerja kolektif antaraktor.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pariwisata (DISPAR) hadir dalam bentuk pendampingan kelembagaan. Pemerintah mendorong legalitas pengelolaan agar lebih profesional, misalnya dengan menganjurkan pembentukan koperasi atau BUMRT, meski pada akhirnya lembaga adat tetap dipilih sebagai pengelola utama. DISPAR juga memberi dukungan dalam penyusunan paket wisata, pelatihan pramuwisata, hingga fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Komunal untuk seni budaya lokal. Peran pemerintah ini menempatkan Desa Budaya Pampang bukan sekadar aset budaya masyarakat adat, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan pariwisata kota yang lebih luas.
Selain itu, mitra eksternal turut memperkuat pengelolaan. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) misalnya, berperan meningkatkan kapasitas narasi budaya melalui storytelling yang lebih komunikatif bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sementara itu, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) membantu dari aspek legalitas kelembagaan, tata kelola manajemen, dan pola bagi hasil yang berkelanjutan. Kolaborasi semacam ini menunjukkan adanya pergeseran peran masyarakat adat dari objek wisata menjadi subjek aktif yang mengelola dan mengembangkan produk wisatanya sendiri. Dengan demikian, struktur kelembagaan Desa Budaya Pampang memperlihatkan pola ekologi komunikasi yang bersifat kolaboratif: lembaga adat tetap dominan sebagai pengendali nilai budaya, namun diperkuat oleh pemerintah, Pokdarwis, dan mitra eksternal untuk meningkatkan profesionalisme serta daya saing wisata.
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3. Atraksi dan Potensi Wisata Berbasis Komunitas
Atraksi utama Desa Budaya Pampang adalah tarian adat Dayak Kenyah yang dipentaskan setiap Minggu sore di Lamin Adat Pamung Tawai. Pertunjukan ini menampilkan berbagai tarian sakral dan hiburan, lengkap dengan kostum tradisional, musik sape, serta narasi budaya yang dijelaskan oleh pemandu. Bagi wisatawan, pengalaman ini menjadi jendela untuk memahami makna simbolik gerak, musik, dan kostum Dayak Kenyah. Salah satu informan dari Dinas Pariwisata menyebutkan: “Kami sudah mendaftarkan 10 jenis tarian khas Dayak Kenyah sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal. Ini bukan hanya pertunjukan, tapi juga cara masyarakat menjaga identitasnya” (Wawancara Dispar Samarinda, 26/06/2025). Dengan demikian, tarian Mingguan tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga instrumen pelestarian budaya.
Selain pertunjukan rutin, Pampang kini mengembangkan paket wisata yang lebih immersif. Wisatawan dapat menginap di homestay rumah kayu khas Dayak untuk merasakan langsung atmosfer kehidupan sehari-hari masyarakat adat. Aktivitas seperti susur sungai dan kunjungan ke air terjun memberi pengalaman ekowisata yang menyatukan budaya dengan lanskap alam sekitar. Sementara itu, kegiatan memasak makanan tradisional bersama warga memperlihatkan dimensi lain dari kearifan lokal. Seorang pejabat desa bahkan menyampaikan dalam wawancara: “Kami ingin agar Desa Pampang tidak hanya dikenal lewat tariannya, tetapi juga punya atraksi rutin seperti sendratari malam. Wisatawan bisa tinggal, makan bersama warga, dan benar-benar mengalami hidup ala Dayak Kenyah” (Sekdes Pampang dalam FGD, 27/06/2025)
Potensi ekonomi kreatif juga semakin menonjol melalui kerajinan lokal. Produk seperti batik Pampang bermotif Dayak, tenun, manik-manik, hingga penyewaan baju adat bukan hanya menjadi cendera mata, tetapi juga sarana edukasi budaya. Setiap motif dan desain mengandung filosofi yang diturunkan secara turun-temurun. Dari hasil observasi partisipatif, pemilik UMKM Letokenya Jaya mengungkapkan: “Promosi hanya lewat Instagram, IG @sewabajudayak.tigatawai. Produk kami ya sewa baju adat, suvenir manik-manik, gelang, dompet. Tapi masih terbatas, karena belum ada tempat promosi tetap” (Wawancara dengan UMKM, 28/06/2025). Kutipan ini menunjukkan bahwa meski ada semangat inovasi, keberlanjutan UMKM masih menghadapi keterbatasan dukungan fasilitas.
Festival Budaya Dayak Kenyah, yang rutin diselenggarakan setiap tahun, semakin meneguhkan Pampang sebagai destinasi wisata berbasis komunitas. Festival ini tidak hanya menampilkan seni pertunjukan, tetapi juga menjadi ajang promosi UMKM, pameran kuliner, hingga diplomasi budaya. Menurut berita resmi Antara: “Eduwisata yang banyak dikunjungi wisatawan nusantara dan mancanegara itu untuk mengenalkan Budaya Dayak Kenyah sebagai bentuk kontribusi dalam melestarikan tradisi leluhur” (Antara, 05/01/2025). Pergeseran dari wisata berbasis tontonan menuju wisata pengalaman terlihat jelas: wisatawan kini tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga partisipan aktif dalam kehidupan masyarakat adat. Transformasi ini memperkuat konsep community-based tourism, di mana kearifan lokal menjadi inti atraksi, sementara masyarakat berperan sebagai subjek utama pengelolaan dan narasi wisata.
4. Dinamika Ekologi Komunikasi 
Ekologi komunikasi di Desa Budaya Pampang menampilkan interaksi multipihak yang membentuk jaringan sosial-budaya yang dinamis. Masyarakat adat berperan sebagai penjaga otentisitas, menyalurkan nilai budaya melalui ritual, tarian, dan narasi adat yang diwariskan lintas generasi. Pemerintah hadir sebagai fasilitator yang berupaya mengintegrasikan tradisi lokal ke dalam kebijakan formal, misalnya melalui Perwali Festival Budaya Dayak Kenyah dan penetapan Desa Pampang sebagai desa wisata unggulan. Akademisi dan tenaga ahli melengkapi ekologi ini dengan refleksi kritis dan pendampingan, baik dalam bentuk riset maupun penguatan kapasitas kelembagaan. Sementara itu, wisatawan dan media turut memperluas ekologi komunikasi dengan memberi ruang apresiasi dan membentuk persepsi publik yang lebih luas tentang Desa Pampang.
Pada tingkat praksis, komunikasi yang terjalin di Pampang bersifat cair, kolektif, dan berbasis gotong royong. Hal ini tampak dari pola kolaborasi antara tokoh adat, pelaku UMKM, dan pemuda lokal yang memanfaatkan momentum festival atau kegiatan budaya sebagai sarana menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Misalnya, warga menyampaikan ide pertunjukan seni malam atau kebutuhan pelatihan usaha kreatif melalui acara budaya, bukan dengan cara formal birokratis. Praktik ini memperlihatkan bagaimana ekologi komunikasi bekerja sebagai arena negosiasi, di mana kepentingan ekonomi, budaya, dan politik saling bertemu dalam ruang simbolik maupun praktis.
Pengamatan lapangan terhadap UMKM Letokenya Jaya mengilustrasikan dimensi mikro ekologi komunikasi. Pengelola usaha memanfaatkan Instagram sebagai kanal promosi utama, dengan dukungan keluarga dalam produksi dan distribusi. Meskipun skala usahanya masih terbatas, praktik komunikasi ini memperlihatkan adaptasi komunitas adat terhadap teknologi digital. Namun, keterbatasan inovasi produk dan minimnya kolaborasi antar-UMKM mengindikasikan perlunya intervensi eksternal berupa pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, komunikasi digital di Pampang saat ini lebih bersifat individual dibanding kolektif, sehingga belum sepenuhnya mampu menopang ekologi komunikasi yang lebih luas.
Di sisi lain, media massa memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan komunikasi desa. Berita dari Antara, Sapos, maupun media lokal lainnya membingkai Pampang dalam dua wajah: di satu sisi sebagai destinasi budaya dengan potensi internasional, di sisi lain sebagai desa dengan keterbatasan infrastruktur dan tantangan lingkungan seperti banjir. Narasi ganda ini menciptakan medan diskursus yang memengaruhi persepsi publik sekaligus menguji resiliensi komunitas adat. Dengan demikian, ekologi komunikasi Pampang bukan hanya soal interaksi lokal, tetapi juga bagaimana desa ini diposisikan dalam wacana regional dan global melalui media dan kebijakan pemerintah.
	Aktor
	Bentuk Komunikasi
	Contoh Temuan Lapangan
	Implikasi dalam Ekologi Komunikasi

	Masyarakat Adat
	Ritual, narasi lisan, simbol budaya
	Tarian mingguan di Lamin Adat, ritual Pelas Tahun, lomba sumpit
	Menjaga otentisitas budaya; budaya sebagai media komunikasi nilai.

	Pemerintah (DISPAR & Pemkot)
	Regulasi, pendampingan, fasilitasi
	Perwali 48/2022 tentang Festival Dayak Kenyah; SK Desa Wisata 2025
	Legitimasi formal ekologi komunikasi; penguatan kebijakan dan dukungan kelembagaan.

	Pokdarwis & UMKM
	Komunikasi partisipatif, promosi digital
	UMKM Letokenya Jaya promosi via Instagram; batik & tenun Pampang
	Adaptasi digital masih individual; butuh kolektivitas dan inovasi produk.

	Akademisi & Tenaga Ahli
	Refleksi kritis, pendampingan kelembagaan
	HPI memperkuat narasi, PUTRI bantu legalitas
	Transfer pengetahuan & kapasitas; menghubungkan kearifan lokal dengan standar profesional.

	Wisatawan
	Interaksi langsung, partisipasi eduwisata
	Pengalaman homestay, memasak, susur sungai; eduwisata tarian Dayak
	Memperkuat nilai edukatif; wisata berbasis pengalaman otentik.

	Media Massa
	Framing berita, promosi, kritik kebijakan
	Antara menyorot eduwisata; Sapos kritik infrastruktur
	Menciptakan narasi ganda: potensi vs keterbatasan; memengaruhi citra publik.


5. Peran Masyarakat Adat dalam Menyampaikan Nilai Budaya
Masyarakat adat di Desa Budaya Pampang memegang peranan sentral dalam menjaga otentisitas budaya sekaligus menyampaikannya kepada khalayak luas. Tokoh adat berfungsi sebagai figur kultural yang memiliki legitimasi untuk memimpin ritual, tarian, maupun seremoni penting seperti Pelas Tahun atau pesta panen raya. Dalam setiap aktivitas budaya, nilai-nilai leluhur dihidupkan kembali melalui simbol, musik, kostum, dan narasi lisan yang diwariskan turun-temurun. Dengan cara ini, tokoh adat tidak hanya berperan sebagai pelestari tradisi, tetapi juga menjadi komunikator budaya yang menghubungkan masa lalu dengan generasi masa kini serta wisatawan yang datang berkunjung.
Peran tokoh adat juga tampak dalam cara mereka menyampaikan gagasan atau aspirasi komunitas kepada pihak eksternal, baik pemerintah maupun mitra lainnya. Seperti yang ditegaskan oleh Sekdes dalam sambutannya: “Penyampaian gagasan oleh Lembaga Adat dilakukan melalui kegiatan budaya, bukan dengan tekanan atau paksaan. Mereka lebih memilih mengadakan aktivitas budaya yang bisa langsung direspons oleh pemerintah.” (27/06/2025). Misalnya, pesta panen atau lomba sumpit tidak hanya menjadi ajang hiburan dan silaturahmi, tetapi juga sarana menyampaikan pesan kolektif bahwa pemerintah diharapkan hadir untuk mendukung kelestarian budaya lokal. Pendekatan ini mencerminkan filosofi komunikasi adat yang lebih mengutamakan harmoni, keterbukaan, dan keberlanjutan dibandingkan konfrontasi.
Selain itu, ritual adat yang dipimpin tokoh adat tetap menjadi medium utama dalam menyampaikan nilai-nilai budaya, baik kepada komunitas internal maupun wisatawan. Tokoh adat menekankan bahwa prosesi adat harus tetap dijalankan agar makna budaya tidak hilang: “Kami berharap masyarakat dan pemerintah bisa bekerja sama untuk melestarikan budaya ini. Kehadiran generasi muda yang peduli terhadap budaya kami sangat membanggakan.” (Esrom Palan, Ketua Adat Budaya Pampang dalam FGD 28/06/2025). Wisatawan yang hadir tidak sekadar menyaksikan atraksi, tetapi juga diajak memahami makna di balik simbol-simbol yang ditampilkan. Dengan demikian, komunikasi yang terbangun bersifat edukatif sekaligus persuasif, memperkuat kesadaran publik bahwa budaya Dayak Kenyah adalah warisan yang perlu dijaga bersama.
Lebih jauh, pola komunikasi masyarakat adat ini memperlihatkan bentuk ekologi komunikasi yang khas: interaksi kultural yang berbasis pada nilai dan simbol, tetapi sekaligus mampu berdialog dengan dunia modern. Aktivitas budaya berfungsi ganda, yakni sebagai ruang ekspresi identitas sekaligus sebagai saluran diplomasi sosial dengan pemerintah, wisatawan, dan pihak eksternal lainnya. Dengan tetap menempatkan adat sebagai pusat komunikasi, masyarakat Pampang membangun narasi yang kuat bahwa keberlanjutan pariwisata harus berpijak pada keberlanjutan budaya.
6. Keterlibatan Pemerintah dalam Narasi dan Kebijakan Wisata
Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan Desa Budaya Pampang dapat dilihat melalui hadirnya kebijakan formal yang memperkuat posisi desa ini sebagai destinasi unggulan. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 48 Tahun 2022secara eksplisit menetapkan Festival Budaya Dayak Kenyah sebagai agenda tahunan resmi dalam kalender pariwisata kota. Regulasi ini tidak hanya memberi legitimasi, tetapi juga memastikan adanya dukungan administratif, anggaran, dan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan festival. Lebih jauh, SK Wali Kota 2025 menegaskan Desa Budaya Pampang sebagai salah satu Desa Wisata unggulan Kota Samarinda dengan basis atraksi alam dan budaya. Dengan demikian, Desa Pampang memiliki fondasi hukum yang jelas untuk mengembangkan dirinya dalam kerangka pariwisata berkelanjutan.
Selain memberikan payung hukum, pemerintah juga berperan dalam pendampingan masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan. Dinas Pariwisata, bersama mitra seperti Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI), membantu komunitas dalam memperkuat narasi budaya, manajemen kelembagaan, serta sistem bagi hasil yang lebih profesional. Upaya ini juga mencakup dorongan terhadap sertifikasi produk budaya dan Hak Kekayaan Intelektual Komunal (HKI) untuk tarian, tenun, dan kerajinan khas Dayak Kenyah. Dengan langkah ini, pemerintah berusaha melindungi budaya lokal dari klaim pihak luar sekaligus meningkatkan nilai tambah produk budaya dalam konteks ekonomi kreatif.
Lebih jauh, pemerintah kota juga mendorong internasionalisasi Festival Budaya Dayak Kenyah. Ada wacana untuk mengangkat Pesta Panen menjadi acara berskala internasional pada tahun-tahun mendatang, yang diharapkan mampu mendatangkan wisatawan mancanegara dan meningkatkan citra Samarinda sebagai kota budaya. Strategi ini sejalan dengan visi menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat kebudayaan sekaligus penyangga ibu kota negara baru. Namun, upaya internasionalisasi ini harus disertai kesiapan infrastruktur, pengelolaan event yang profesional, dan penyusunan narasi budaya yang tetap berakar pada kearifan lokal agar tidak jatuh pada komodifikasi semata.
Meski kebijakan dan program pemerintah menunjukkan dukungan nyata, berbagai pihak menyoroti adanya tantangan serius di lapangan. Infrastruktur yang masih terbatas—seperti kapasitas Lamin Adat, akses jalan, serta fasilitas publik—dinilai belum memadai untuk mendukung lonjakan wisatawan. Selain itu, kerentanan terhadap bencana banjir berulang kali mengganggu aktivitas budaya maupun wisata, menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan desa dalam menghadapi dinamika lingkungan. Kritik ini menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari keluarnya regulasi, tetapi juga dari kemampuan mengimplementasikan kebijakan secara komprehensif dan responsif terhadap realitas lokal.
7. Persepsi dan Pengalaman Wisatawan terhadap Komunikasi Budaya
Wisatawan yang datang ke Desa Budaya Pampang umumnya memandang lokasi ini sebagai ruang edukasi budaya. Pertunjukan tarian tradisional Dayak Kenyah yang rutin digelar di Lamin Adat menjadi daya tarik utama, tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran mengenai nilai-nilai dan simbol-simbol adat. Selain itu, pengalaman langsung seperti mencoba kuliner khas, menyewa baju adat, hingga belajar kerajinan tangan dari pengrajin lokal memberi kesan otentik yang sulit ditemukan di destinasi wisata lain. Seorang wisatawan asal Surabaya mengungkapkan, “Saya merasa bukan sekadar menonton, tapi ikut masuk ke dalam cerita budaya. Saat memakai baju adat dan diajari menari oleh warga, saya benar-benar merasakan kehangatan komunitas Pampang” 29/06/2025).
Meskipun demikian, pengalaman wisatawan sering kali dibatasi oleh keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Beberapa media lokal mencatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan belum optimal karena akses jalan menuju lokasi yang kurang memadai, fasilitas umum yang terbatas, serta kondisi Lamin yang membutuhkan rehabilitasi. Hal ini memengaruhi kualitas komunikasi budaya yang seharusnya bisa lebih immersif. Seorang turis mancanegara bahkan menyampaikan, “Budayanya sangat kaya, tapi jujur akses ke sini cukup sulit. Kami berharap ada fasilitas yang lebih ramah wisatawan, agar pengalaman budaya tidak terganggu hal-hal teknis” (29/06/2025). Dengan kata lain, komunikasi budaya yang ditawarkan Pampang berpotensi kuat, namun sering tertutupi oleh hambatan struktural yang belum teratasi.
Selain persoalan infrastruktur, komunikasi destinasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi pengalaman wisatawan. Selama ini, promosi Desa Pampang lebih banyak dilakukan melalui acara festival dan pemberitaan media, sedangkan strategi digitalisasi destinasi masih terbatas pada inisiatif mandiri pelaku UMKM atau pemandu wisata. Wisatawan generasi muda, khususnya dari kalangan milenial dan Gen Z, cenderung mencari informasi melalui media sosial. Ketika konten promosi tidak konsisten atau kurang profesional, hal ini mengurangi daya tarik destinasi meskipun potensinya besar. Seorang mahasiswa asal Balikpapan menyampaikan, “Saya tahu tentang Pampang bukan dari Instagram resminya, tapi dari teman yang pernah posting. Kalau promosinya lebih rapi, saya yakin banyak anak muda tertarik datang” (29/06/2025).
Dalam perspektif ekologi komunikasi, persepsi wisatawan tidak hanya terbentuk dari interaksi langsung dengan masyarakat adat, tetapi juga dari jejaring komunikasi yang membentuk citra destinasi. Kombinasi antara pengalaman otentik di lapangan dan narasi digital yang beredar di media sosial atau pemberitaan akan menentukan bagaimana Pampang dipersepsikan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dengan adanya dukungan regulasi seperti Perwali 48/2022 dan SK Wali Kota 2025, seharusnya ada ruang untuk memperkuat integrasi komunikasi destinasi berbasis budaya dan digital. Hal ini penting agar wisatawan tidak hanya sekadar datang untuk menikmati atraksi sesaat, tetapi juga memahami nilai-nilai yang lebih dalam dari budaya Dayak Kenyah sebagai bagian dari pengalaman transformasional.
8. Transformasi Digital dan Tantangan Literasi Media Komunitas Adat
Transformasi digital mulai masuk ke Desa Budaya Pampang melalui inisiatif pelaku UMKM lokal yang menggunakan media sosial seperti Instagram sebagai sarana promosi produk. Salah satu contohnya adalah usaha Letokenya Jaya, yang memanfaatkan akun Instagram untuk memasarkan sewa baju adat dan suvenir khas Dayak Kenyah (hasil observasi lapangan). Media sosial menjadi pintu masuk baru dalam membangun komunikasi dengan wisatawan, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Namun, penggunaan platform ini masih terbatas pada promosi sederhana berupa unggahan foto produk dan informasi kontak, tanpa strategi branding yang terstruktur atau keterhubungan dengan platform pariwisata yang lebih luas.
Upaya pemerintah dan lembaga terkait sebenarnya sudah hadir dalam bentuk pelatihan digital marketing. Akan tetapi, distribusi pelatihan belum merata dan seringkali tidak berkelanjutan (hasil observasi lapangan). Hanya sebagian kecil pelaku UMKM yang mampu mengakses materi pelatihan, sementara yang lain masih mengandalkan promosi tradisional dari mulut ke mulut atau penjualan langsung saat festival budaya. Kondisi ini membuat transformasi digital belum benar-benar berjalan efektif. Masyarakat adat masih berada pada tahap awal literasi media, di mana kemampuan menggunakan teknologi belum diikuti dengan pemahaman strategi komunikasi digital yang berorientasi jangka panjang.
Selain itu, tantangan yang muncul adalah minimnya kolaborasi antar-UMKM di ranah digital. Setiap pelaku usaha cenderung mempromosikan produk secara individual, sehingga tidak tercipta sinergi kolektif yang bisa memperkuat citra Desa Pampang sebagai destinasi wisata budaya. Jika promosi dilakukan secara terintegrasi—misalnya melalui marketplace bersama atau kampanye kolektif di media sosial—maka nilai jual desa wisata akan meningkat, bukan hanya pada produk individu. Tanpa kolaborasi ini, identitas digital Pampang menjadi terfragmentasi dan kurang menonjol di tengah kompetisi destinasi wisata lain di Kalimantan Timur maupun Indonesia.
Tantangan berikutnya adalah bias promosi di media massa yang cenderung lebih menyoroti festival besar atau kunjungan pejabat, sementara kehidupan adat sehari-hari, seperti praktik bertani, membatik, atau tradisi keluarga, jarang terekspos. Pola ini berpotensi membentuk persepsi publik bahwa budaya Dayak Kenyah hanya hadir dalam bentuk tontonan seremonial, bukan sebagai bagian hidup sehari-hari. Padahal, kekuatan komunikasi digital seharusnya dapat menghadirkan narasi yang lebih utuh dan autentik. Oleh karena itu, literasi media komunitas adat tidak hanya berarti mampu menggunakan media sosial, tetapi juga memahami bagaimana mengelola konten, menyusun narasi kolektif, dan menegosiasikan representasi budaya agar tidak terjebak dalam komodifikasi semata.
9. Distorsi, Komodifikasi, dan Isu Otentisitas Budaya
Festival budaya di Desa Wisata Pampang memang menjadi ruang penting untuk memperkenalkan kearifan lokal Dayak Kenyah kepada publik yang lebih luas. Namun, dalam praktiknya, festival ini juga menghadirkan dilema: semakin besar skala penyelenggaraan, semakin tinggi pula risiko terjadinya komodifikasi budaya. Ketika tari, musik, atau ritual adat ditampilkan dengan format tertentu demi menyesuaikan selera wisatawan massal, makna spiritual dan nilai sakralnya perlahan bisa bergeser menjadi sekadar tontonan. Hal ini tampak dalam rencana pemerintah kota untuk menginternasionalisasi Festival Budaya Dayak Kenyah pada tahun 2026, yang meski menjanjikan eksposur global, juga menimbulkan kekhawatiran akan pengemasan budaya hanya sebagai atraksi wisata tanpa ruang refleksi spiritual (Perwali Samarinda No. 48 Tahun 2022).
Dimensi politik juga turut hadir dalam proses komodifikasi ini. Lomba sumpit yang digagas oleh calon gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, di Desa Budaya Pampang menjadi contoh nyata bagaimana budaya dapat dijadikan panggung politik (Media Kaltim, 15/11/2024). Acara ini dipromosikan bukan sekadar sebagai ajang olahraga tradisional, tetapi juga sebagai simbol kepedulian kandidat terhadap budaya lokal. Kehadiran tokoh politik tersebut, lengkap dengan janji untuk membawa budaya Dayak ke panggung internasional, memperlihatkan bagaimana kebudayaan sering dipolitisasi demi kepentingan elektoral. Bagi masyarakat adat, momen seperti ini bisa memberi dukungan material dan visibilitas, tetapi sekaligus menimbulkan risiko reduksi makna budaya menjadi instrumen politik jangka pendek.
Meski demikian, masyarakat adat Pampang tidak pasif menghadapi tekanan komodifikasi dan politik kebudayaan. Mereka terus mengupayakan perlindungan melalui ritual tahunan Pelas Tahun, yang tetap dijalankan sesuai tata cara adat tanpa intervensi luar (Wawancara Dispar Kota Samarinda, 26/06/2025). Selain itu, lembaga adat telah mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal untuk sepuluh tarian khas Dayak Kenyah serta produk kerajinan tradisional, sehingga memberi dasar hukum bagi masyarakat untuk mengontrol representasi budayanya (Wawancara Dispar Kota Samarinda, 29/06/2025). Praktik ini memperlihatkan bahwa masyarakat Pampang memahami nilai budaya bukan semata-mata sebagai aset ekonomi, melainkan identitas yang harus dijaga.
Pada titik ini, ketegangan antara otentisitas dan komodifikasi tidak bisa dihindari, melainkan harus dikelola melalui komunikasi lintas-aktor. Misalnya, media nasional seperti Antara memberitakan kegiatan eduwisata tari Pang Pagaq sebagai upaya melestarikan budaya (Antara, 05/01/2025), sementara media lokal seperti Sapos justru menyoroti masalah infrastruktur yang menghambat kenyamanan wisatawan (Sapos.co.id, 20/09/2025). Perbedaan framing ini menunjukkan bagaimana ekologi komunikasi membentuk persepsi publik yang beragam tentang Pampang. Tantangannya adalah menjaga agar narasi budaya tidak hanya diproduksi oleh pihak luar dengan kepentingan politik atau ekonomi, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai yang hidup dalam komunitas adat. Dengan demikian, otentisitas budaya bisa bertahan meskipun dipentaskan dalam format wisata maupun dipolitisasi dalam dinamika politik lokal.
Matriks Analisis Tematik: Distorsi, Komodifikasi, dan Otentisitas Budaya
	Tema
	Contoh Data Lapangan / Berita
	Aktor Terkait
	Implikasi / Analisis

	Komodifikasi budaya untuk wisata massal
	Rencana internasionalisasi Festival Budaya Dayak Kenyah pada 2026
	Pemerintah Kota Samarinda, DISPAR, DPRD
	Menambah eksposur global, tetapi berisiko menggeser makna ritual menjadi sekadar tontonan bagi wisatawan.

	Politik kebudayaan
	Lomba sumpit oleh Rudy Mas’ud sebagai tokoh politik, disertai pemberian gelar kehormatan ‘Amai’
	Politisi lokal, masyarakat adat, media
	Budaya dijadikan panggung politik untuk membangun citra; berpotensi mereduksi budaya menjadi instrumen elektoral.

	Upaya menjaga otentisitas
	Ritual tahunan Pelas Tahun tetap dilaksanakan sesuai adat tanpa intervensi
	Lembaga adat, tokoh adat, komunitas Dayak Kenyah
	Menunjukkan komitmen masyarakat untuk mempertahankan nilai sakral budaya meski ada tekanan komodifikasi.

	Perlindungan hukum budaya
	Pendaftaran HKI Komunal untuk 10 tarian Dayak Kenyah dan kerajinan khas
	Lembaga Adat, pemerintah pendamping
	Strategi formal untuk mencegah klaim pihak luar dan menguatkan hak kolektif masyarakat atas budaya.

	Framing media yang beragam
	Antara menonjolkan sisi eduwisata budaya, sementara Sapos menyoroti keterbatasan infrastruktur
	Media nasional, media lokal, wisatawan
	Menunjukkan adanya ekologi komunikasi yang membentuk persepsi publik berbeda: antara budaya sebagai atraksi edukatif vs. tantangan teknis destinasi.


10. Analisis Kritis 
Persamaan yang terlihat dari berbagai aktor adalah kesadaran bersama bahwa budaya Dayak Kenyah merupakan inti daya tarik Desa Budaya Pampang. Masyarakat adat menjaga tradisi ritual, tarian, dan simbol-simbol budaya sebagai warisan leluhur. Pemerintah menjadikan budaya ini sebagai identitas yang layak dipromosikan dalam kebijakan pariwisata, sementara akademisi menempatkannya sebagai sumber pengetahuan sekaligus studi kasus komunikasi ekologi. Media, baik lokal maupun nasional, konsisten mengangkat Pampang sebagai ikon budaya Samarinda. Persamaan ini menunjukkan adanya titik temu naratif bahwa keberlangsungan Pampang hanya bisa dijaga jika budaya tetap menjadi poros utama.
Namun, ketika ditelusuri lebih jauh, terdapat perbedaan orientasi antar-aktor. Masyarakat adat cenderung menekankan dimensi spiritual dan sakralitas budaya, seperti ritual panen raya atau pesta adat yang tidak sekadar tontonan, tetapi bentuk syukur kepada leluhur. Pemerintah, melalui kebijakan seperti Perwali 48/2022 dan SK Wali Kota 2025, mendorong internasionalisasi festival budaya untuk meningkatkan daya saing pariwisata. Media lebih condong menyoroti momentum seremonial seperti festival, lomba sumpit, atau gelar kehormatan tokoh politik, yang seringkali menonjolkan sisi atraktif ketimbang substansi kultural. Di sisi lain, pelaku UMKM melihat budaya sebagai peluang ekonomi, misalnya melalui pengembangan batik Pampang, kerajinan, dan kuliner khas yang bisa dipasarkan ke luar daerah.
Dari perbedaan ini, tampak adanya potensi ketegangan antara pelestarian dan komodifikasi. Ketika pemerintah dan media lebih menonjolkan aspek spektakel, masyarakat adat khawatir nilai sakral terkikis. Sementara itu, UMKM yang melihat budaya sebagai komoditas ekonomi berusaha menyeimbangkan antara autentisitas dan inovasi produk agar tetap diterima pasar. Akademisi hadir sebagai pihak reflektif yang menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan ini agar tidak jatuh ke arah “folklorisasi” semata. Dengan demikian, perbedaan orientasi tidak selalu melemahkan, tetapi bisa menjadi ruang dialektika untuk membangun strategi bersama.
Pola umum yang muncul adalah terbentuknya ekologi komunikasi yang bercirikan kolaborasi lintas-aktor. Meski berbeda orientasi, semua pihak berinteraksi dalam jejaring komunikasi yang saling bergantung: pemerintah membutuhkan legitimasi adat, UMKM membutuhkan regulasi dan pasar, media membutuhkan narasi, sementara masyarakat adat memerlukan dukungan agar tradisi tetap lestari. Pola ini memperlihatkan bagaimana Pampang bukan sekadar desa wisata, melainkan arena negosiasi berlapis antara otentisitas budaya dan kepentingan ekonomi-politik. Titik temu mereka terletak pada pelestarian budaya yang diintegrasikan dengan orientasi ekonomi wisata, sehingga Pampang terus hidup sebagai ruang budaya sekaligus destinasi pariwisata yang dinamis.
Tabel Analisis Kritis Lintas-Lokus Desa Budaya Pampang
	Aktor
	Fokus Utama
	Orientasi
	Potensi Ketegangan
	Kontribusi

	Masyarakat Adat
	Menjaga ritual, tarian, simbol, dan identitas
	Sakralitas & spiritualitas budaya
	Nilai sakral tereduksi jika budaya terlalu dikomersialisasi
	Menjadi penjaga otentisitas, penyampai nilai budaya ke wisatawan

	Pemerintah
	Kebijakan (Perwali, SK Desa Wisata), promosi
	Festival internasional & branding kota
	Mendorong komodifikasi budaya demi pariwisata massal
	Legitimasi formal, fasilitasi regulasi, dukungan infrastruktur

	Media
	Liputan festival, lomba, momentum seremonial
	Atraksi & spektakel publik
	Mengangkat sisi atraktif, berisiko mengabaikan kedalaman nilai adat
	Publikasi luas, membangun citra destinasi

	UMKM Lokal
	Batik, tenun, kuliner, kerajinan Dayak
	Ekonomi kreatif berbasis budaya
	Dilema antara inovasi produk dan menjaga autentisitas
	Mendorong ekonomi desa, memperluas pasar produk budaya

	Akademisi
	Studi, refleksi, advokasi
	Kritis & reflektif
	Bisa dipandang “terlalu akademis” jika tidak membumi
	Menjembatani perspektif global–lokal, memberi rekomendasi kebijakan


11. Diskusi Kritis Perspektif Ekologi Komunikasi Desa Budaya Pampang 
Ekologi komunikasi di Pampang menunjukkan bagaimana komunikasi lintas-aktor tidak hanya terjadi dalam ruang sosial sehari-hari, tetapi juga dalam relasi kelembagaan, kebijakan, dan media. Foth (2006) menekankan bahwa ekologi komunikasi merupakan arena interaksi multipihak yang dinamis. Hal ini terlihat jelas di Pampang, di mana komunikasi menghubungkan tokoh adat, lembaga adat, UMKM, pemerintah kota, DPRD, media lokal maupun nasional, hingga aktor politik yang membawa agenda masing-masing. Keberagaman aktor ini menciptakan lanskap komunikasi yang kompleks: tradisi dijaga melalui ritual adat, ekonomi kreatif tumbuh melalui UMKM, sementara narasi pembangunan dan promosi diproduksi melalui media dan kebijakan.
Dalam perspektif global, dinamika ini serupa dengan praktik Community-Based Tourism (CBT) di Thailand, Laos, dan Filipina. Studi-studi tentang CBT menunjukkan bahwa desa wisata sering menghadapi dilema antara pelestarian budaya dan komersialisasi. Di satu sisi, keterlibatan komunitas menjamin keberlanjutan, namun di sisi lain tuntutan wisatawan dan agenda eksternal dapat memicu distorsi. Hal serupa terjadi di Pampang, di mana festival budaya bisa menjadi wahana pelestarian, tetapi sekaligus rawan terjebak dalam logika komodifikasi ketika diformat demi pasar wisata atau kepentingan politik. Hal ini memperlihatkan bahwa ekologi komunikasi dalam pariwisata budaya selalu berada pada persimpangan antara nilai lokal dan tuntutan eksternal.
Transformasi digital semakin memperumit dinamika tersebut. Literasi media yang belum merata di kalangan komunitas adat membuat digitalisasi promosi masih berjalan secara individual, misalnya penggunaan Instagram oleh pelaku UMKM. Berbeda dengan praktik di desa wisata lain di Asia Tenggara yang mulai mengintegrasikan platform digital secara kolektif, Pampang masih berada pada tahap awal, sehingga dampaknya belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksetaraan dalam akses dan pemanfaatan teknologi, yang jika tidak ditangani dapat melemahkan posisi komunitas adat dalam menghadapi arus platformisasi global.
Dengan demikian, ekologi komunikasi Pampang dapat dipandang sebagai ruang negosiasi berlapis. Pertama, antara otentisitas budaya yang dijaga melalui ritual dan kearifan lokal dengan komodifikasi yang muncul dalam festival dan atraksi wisata. Kedua, antara kepentingan komunitas adat untuk melestarikan identitasnya dengan agenda globalisasi wisata budaya yang mendorong standardisasi. Ketiga, antara komunikasi informal yang cair dan berbasis adat dengan regulasi formal yang dilegitimasi melalui Perwali dan SK Wali Kota. Perspektif ini memperlihatkan bahwa keberhasilan ekologi komunikasi di Pampang tidak hanya bergantung pada kelestarian tradisi, tetapi juga pada kemampuan komunitas dan pemerintah untuk menegosiasikan ruang komunikasi di antara berbagai kepentingan yang berlapis.
12. Kesimpulan
Penelitian ini menemukan bahwa Desa Budaya Pampang di Kota Samarinda merupakan contoh nyata bagaimana ekologi komunikasi bekerja dalam pengelolaan wisata berbasis kearifan lokal. Desa ini tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ruang hidup komunitas Dayak Kenyah yang menjaga identitas budaya melalui tarian, ritual, kerajinan, dan praktik kehidupan sehari-hari. Pengakuan formal melalui Perwali 48/2022 dan SK Wali Kota 2025memperkuat posisi Pampang sebagai desa wisata unggulan, menegaskan bahwa nilai adat kini dipayungi oleh kebijakan struktural.
Struktur pengelolaan desa wisata menunjukkan adanya pola kolaborasi multipihak. Lembaga adat berperan sebagai pengelola utama yang menjaga legitimasi budaya, sementara Pokdarwis, UMKM, dan pemuda lokal menjadi motor penggerak dalam inovasi produk wisata. Pemerintah daerah berperan dalam legalisasi, pendampingan, dan promosi, meskipun belum merata dalam pelatihan digital maupun penguatan infrastruktur. Media lokal dan nasional turut membentuk citra desa melalui narasi festival, prestasi budaya, maupun pemberitaan tentang tantangan banjir dan keterbatasan fasilitas. Dengan demikian, ekologi komunikasi di Pampang bukanlah sistem tunggal, melainkan jejaring yang saling terkait antara masyarakat adat, negara, pasar, dan media.
Dari sisi atraksi, Pampang menawarkan wisata berbasis komunitas yang semakin variatif: pertunjukan tarian mingguan, homestay, wisata kuliner, susur sungai, kerajinan, hingga inovasi baru seperti batik Pampang. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran dari sekadar wisata pertunjukan menuju wisata pengalaman yang lebih mendalam. Namun, tantangan masih nyata, terutama terkait regenerasi budaya, keterlibatan generasi muda, dan keterbatasan fasilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan. Distorsi makna budaya juga menjadi risiko ketika festival atau lomba adat dimanfaatkan sebagai panggung politik, sehingga menimbulkan dilema antara otentisitas dan komodifikasi.
Dalam konteks komunikasi digital, Pampang menunjukkan potensi sekaligus keterbatasan. Beberapa UMKM sudah menggunakan platform seperti Instagram untuk promosi, tetapi masih bersifat individual dan belum kolektif. Literasi media yang belum merata membatasi kapasitas masyarakat adat dalam bersaing di era platformisasi global. Hal ini penting untuk dicermati karena tanpa penguatan kapasitas digital, masyarakat adat dapat kehilangan kontrol atas narasi budayanya sendiri di ruang publik digital.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ekologi komunikasi di Pampang adalah ruang negosiasi berlapis: antara ritual adat dengan atraksi wisata, antara kepentingan lokal dengan agenda global, serta antara komunikasi informal berbasis adat dengan regulasi formal pemerintah. Pola ini sejalan dengan studi-studi global tentang Community-Based Tourism (CBT) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, namun juga mengingatkan risiko komodifikasi budaya ketika pariwisata masuk dalam logika kapitalisasi. Dengan demikian, Pampang memberikan ilustrasi penting tentang bagaimana komunitas adat beradaptasi dengan arus modernisasi dan globalisasi, sambil tetap menjaga otentisitasnya.
Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Desa Budaya Pampang tidak hanya bergantung pada daya tarik budaya yang ditawarkannya, tetapi juga pada kemampuan komunitas, pemerintah, dan mitra eksternal untuk membangun ekologi komunikasi yang inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, penguatan literasi digital, pembenahan infrastruktur, serta mekanisme perlindungan otentisitas budaya menjadi kunci agar Desa Pampang tidak hanya menjadi ikon wisata Kalimantan Timur, tetapi juga model inspiratif bagi pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal di tingkat nasional dan global.
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